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ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan judul “Analisis Fikih Siyasah 

dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Studi Analisis PNS Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo)”. Penelitian 

ini untuk menjawab Bagaimana analisis Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 

tentang pegawai negeri sipil rangkap jabatan, dan bagaimana analisis Fiqih Siyasah 

Dusturiyah tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap jabatan. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yaitu 

metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan 

kebenaran berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan objek penelitian 

terutama yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan di MTs 

Negeri 3 Sidoarjo. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif yakni berangkat dari 

teori tentang manajemen kerja yang tercantum dalam Fikih Siyasah dan PP. No. 

11/2017, kemudian melihat fakta di lapangan tentang adanya pegawai Negeri yang 

rangkap jabatan, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan rangkap jabatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam perundang-undangan tidak dijelaskan lebih rinci. Sehingga 

terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, yang mungkin salah satu faktornya 

disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tersebut. Penelitian ini menyarankan dalam 

hal pelarangan rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil, supaya kedepannya diatur 

dan dijelaskan secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 

supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan 

dan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil secara maksimal dan 

diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap Peraturan Pemerintah supaya 

membahas lebih rinci tentang larangan rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017, pasal 1 ayat (3) 

menyebutkan bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan1. Pegawai Negeri Sipil 

adalah salah satu elemen yang memegang tanggung jawab dalam suatu 

organisasi, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penggerak sekaligus 

bertindak sebagai pengawas dalam pembangunan bangsa. 

Didalam penyelenggaran fungsi pemerintahan pegawai memiliki 

kedudukan dan peran yang penting. Pegawai sebagai sarana pemerintahan 

dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintahan. dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan di suatu negara, maka kedudukan pegawai negeri sipil 

mempunyai peran penting dalam rangka mencapai tujuan nasional2. pegawai 

negeri sipil diperlukan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi 

masyarakat yang patuh dan tunduk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

                                                             
1 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
2Carol Ageng Bimo Kushandoro, “Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan Terhadap Mobil Dinas 

Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  Kabupaten  Sleman”, ( Skripsi : Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 

2010), 23. 
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1945, dan sadar akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan.  

Disebutkan dalam peraturan pemerintahan ini, jabatan pegawai negeri 

sipil terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan 

c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Nomenklatur Jabatan dan pangkat Jabatan 

Pimpinan Tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya, menurut peraturan 

pemerintahan ini,  ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait 

setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan 

pangkat jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administratif, dan jabatan 

fungsional untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah 

ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan 

Menteri.  

Pengisian Jabatan pelaksana, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli 

pertama, Jabatan fungsional keterampilan jenjang pemula, dan jabatan 

fungsional keterampilan jenjang terampil, menurut peraturan pemerintahan ini, 

dapat dilakukan melalui pengadaan pegawai negeri sipil. 

Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, jabatan 

fungsional keahlian jenjang ahli utama, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli 

madya, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli muda, jabatan fungsional 

keterampilan jenjang penyelia, jabatan fungsional keterampilan jenjang mahir, 

dan/atau jabatan pimpinan tinggi, menurut peraturan pemerintahan ini, dapat 

dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari pegawai negeri sipil yang tersedia, 
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baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun pegawai negeri sipil 

yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.3 

Peran dan kedudukan pegawai negeri sipil sangat menentukan dalam 

setiap organisasi pemerintahan. dikarenakan pegawai negeri sipil merupakan 

tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, diperlukan kualitas sumber daya 

pegawai negeri sipil, sehingga fungsi pemerintahan berjalan dengan efektif. 

Demi memperlancar pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut maka 

pemerintah dapat mengangkat langsung bagi mereka yang telah bekerja pada 

instansi yang menunjang kepentingan nasional.  Sehubungan dengan peran, 

fungsi, dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat menentukan sukses 

atau tidaknya program pembangunan. Oleh sebab itu penilaian kinerja terhadap 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus benar-benar diperhatikan. 

Tetapi dalam hal ini, mengenai potret Pegawai Negeri Sipil di Indonesia 

ini sering berkisar pada diskursus rendahnya profesionalisme, tingkat 

kesejahteraan yang belum memadai, komposisi dan distribusi yang belum ideal, 

penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi, penilaian 

kinerja yang belum objektif, kenaikan pangkat yang belum didasarkan pada 

prestasi  kerja,  budaya kerja dan ethos kerja yang masih rendah, penerapan 

peraturan disiplin yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta 

persoalan-persoalan internal Pegawai Negeri Sipil lainnya. Persoalan-persoalan 

                                                             
3 Elsa Ervina Tahir,”Manajemen Penilaian Kinerja Dalam Aktivitas Kerja Pegawai Kantor 

Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar”,(Skripsi : Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 

2017) hlm 34.  
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di atas saling berkaitan dan cenderung belum menemukan solusi yang 

komprehensif. Secara garis besar, persoalan pegawai negeri sipil dapat ditinjau 

dari tiga perspektif yaitu perspektif sistem (aturan hukum dan kebijakan), 

kelembagaan dan sumber daya manusia. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa belum adanya pembagian 

kewenangan yang tegas mengenai PNS di antara beberapa instansi pemerintah 

pusat menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh satu instansi sering 

tumpang tindih dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi lainnya4. 

Artinya, belum terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar 

instansi dalam perumusan kebijakan Pegawai Negeri Sipil sehingga kebijakan 

yang diterbitkan kurang dapat berjalan secara efektif di lapangan. 

Yeremias Keban menguraikan bahwa sistem manajemen ASN memiliki 

sejumlah kelemahan mendasar antara lain: (1) lebih menonjolkan sisi 

administratif dari pada sisi manajemen khususnya manajemen sumber modern; 

(2) lebih bersifat sentralistis sehingga kurang mengakomodasikan nilai efisiensi 

dan efektifitas dalam pencapaian tujuan organisasi dari masing-masing instansi 

baik di pusat maupun daerah; (3) tidak terdapat prinsip check and balance 

dalam penyelenggaran manajemen kepegawaian sehingga mendorong  

terjadinya  duplikasi baik di tingkat pusat maupun di daerah yang akhirnya 

menghambat prinsip akuntabilitas; (4) kurang didukung oleh sistem informasi  

kepegawaian  yang memadai sehingga berpengaruh negatif pada proses 

pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian; (5) tidak mampu 

                                                             
4 Akhyar Efendi, “Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif”, Jurnal, (2012), hlm 12. 
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mengontrol  dan mengaplikasikan prinsip sistem merit secara tegas; (6) tidak 

memberi ruang atau dasar hukum bagi pengangkatan pejabat non karier; (7) 

tidak mengakomodasikan dengan baik klasifikasi jabatan dan standar 

kompetensi sehingga berpengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja 

organisasi dan individu; (8)  keberadaan  Komisi Kepegawaian Negara kurang 

independen dan tidak jelas kedudukannya.5 

Berbagai permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, tidak jauh 

dari kenyataan atau pengalaman empiris di lapangan pada saat ini. Hal ini 

seperti tercermin dalam sistem penilaian kinerja yang masih kuat dengan 

pendekatan - pendekatan formalitas yang kurang menggambarkan kondisi 

objektif yang ada. Demikian pula dengan pengangkatan dalam jabatan yang 

kurang  mendasarkan pada kompetensi nyata pada para calon yang akan 

diangkat. Demikian  pula  dalam sistem pendidikan dan pelatihan sebagai 

bagian dari sistem pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil juga masih 

banyak kelemahannya. Dalam hal pemberian penghargaan (reward and 

punishment) juga belum terlaksana sesuai dengan harapan dan keadilan. 

Dizaman pemerintahan orde baru, hanya dikenal dua macam jabatan, 

yakni jabatan negara, yang pejabatnya disebut pejabat negara, dan jabatan karier 

birokrasi, yang pejabatnya disebut pegawai negeri sipil atau pejabat eselon.6 Era 

reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi 

momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata 

                                                             
5 Yeremias Keban,“Pokok-pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di 

Indonesia”,  Jurnal, (2004), hlm 14. 

 
6 ibid 
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pemerintahan yang baik (good governance), salah satu di antaranya adalah 

upaya melakukan reformasi birokrasi.\ dalam Undang-undang nomor 17 tahun 

2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2005-2025 

ditetapkan bahwa “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi 

birokrasi untuk meningkatkan profesioanlisme aparatur negara dan untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah. 

Dorongan terhadap reformasi birokrasi tidak terlepas dari adanya 

persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa kinerja birokrasi 

seringkali dikonotasikan dengan berbagai citra negatif yang melekat seperti 

rendahnya kualitas pelayanan publik,  perilaku korup, rendahnya 

profesionalisme, sehingga kerap membuat masyarakat enggan dengan 

birokrasi. Padahal seorang birokrat (penyelenggara negara) mempunyai peran 

yang sangat penting didalam proses penyelenggaraan negara dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara. Jika merujuk pada konsepsi birokrasi ideal yang 

rasional, maka upaya menciptakan individu jabatan yang secara  personal bebas 

dan tidak bebas  menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan 

pribadi. 

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bersifat regular. Artinya, setiap  

4 tahun sekali PNS secara otomatis akan mengalami kenaikan pangkat terlepas 

apakah yang bersangkutan mampu menunjukkan kinerja yang istimewa atau 

tidak sama sekali. Kenaikan pangkat seperti ini sama sekali tidak terkait dengan 

kinerja yang dihasilkan. Kesimpulannya, pola kenaikan pangkat yang 

diterapkan selama  ini sesungguhnya telah menyalahi aturan pasal 12 ayat (2) 
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UU No. 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “ pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”. 

Dalam kenyataannya, banyak yang merangkap jabatan dapat 

menimbulkan berbagai stigma buruk yang akan melekat pada masyarakat luas. 

Setidak- tidaknya ada beberapa titik rawan sebagai dampak negatif yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lain dari rangkap jabatan. 

Pertama, perangkapan jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan 

(conflict of interest)7. Kedua, rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power) yang dilakukan  untuk tujuan dan maksud lain. Hal seperti ini 

bertentangan dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, 

profesionalitas, dan akuntabilitas. Ketiga, rawan terjadinya KKN (korupsi, 

kolusi, dan nepotisme), yakni tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang 

lain, koorporasi, melakukan pemufakatan jahat, dan tidak mustahil akan 

melakukan berbagai perbuatan yang menguntungkan kroni, maupun 

keluarganya. Ketiga hal tersebut menjadi titik rawan yang memberikan dampak 

negatif dari adanya rangkap jabatan tersebut. Konflik kepentingan, penyalah 

gunaan wewenang jabatan, dan timbulnya sumbu-sumbu praktek korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN), akan menjadi suatu fenomena yang terus 

berlangsung dan menjadikannya sebagai budaya yang wajar dilakukan . Jika 

sejak awal tidak diberikan sebuah peringatan dini (early warning) sebagai 

                                                             
7 Krisna Maya Shandi, ”Urgensi Pelarangan rangkap Jabatan Menteri di partai politik”, (Skripsi--

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), hlm 45.  
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upaya pencegahan, dapat dipastikan ketiga titik rawan tersebut akan sangat 

mengganggu. Bahkan menjadi kendala terbentuknya sistem pemerintahan 

presidensial yang stabil, bersih, efisien, efektif, dan cakap. 

Dalam perspektif pemerintahan. Aparatur Negara mempunyai makna 

sebagai wewenang yang harus digunakan dan atau diabdikan untuk kepentingan 

publik. Kepentingan umum (publik) bersifat masal menjadi suatu landasan yang 

kokoh bagi perilaku aparatur negara, dan sebagai sarana yang terbaik untuk 

menjaga eksistensi negara. Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan 

umum (publik) ini sudah mulai ditinggalkan dan mulai menonjolkan 

kepentingan yang bersifat pribadi, maka sengketa dan pergolakan yang terjadi 

di masyarakat, tidak dapat dihindari lagi. Maka dari itu, sangat jelas jika tiap 

tindakan-tindakan ASN akan memperoleh tempat yang baik apabila mereka 

mengacu kepada kepentingan umum. 

Perangkapan jabatan merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan kurangnya kinerja yang efektif seorang ASN dalam menjalankan 

tugasnya. Sebagai seorang ASN, seharusnya mendahulukan kepentingan 

bangsa dan negara di atas semua kepentingan golongan, ataupun kelompok 

yang dipimpinnya. 

Kekuasaan yang diberikan secara berlebihan cenderung disalahgunakan. 

Seperti dalil populer yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu, power tends to 

corrupt, but absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk 

disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan), karena tidak 

ada kekuasaan yang dapat mengimbangi (checks and balances) dan Merriem 
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mengemukakan, adalah benar, siapa saja yang memegang kekuasaan dan 

bagaimanapun baiknya dijalankan, kekuasaan untuk memaksakan kemauan 

orang lain.8 

Nabi Muhammad Saw. mencela orang yang mencintai jabatan dan 

kepemimpinan. Ia bersabda: 

ْ هُرَيرَْةَ قاَلَ  بِي
َ
ي  :عَنْ أ ينىكُمْ سَتحَْريصُوْنَ عََلَ الْْيمَارَة ُ عَليَهْي وسََلىمَ إ وسََتَكُوْنُ ندََامَةً يوَمَْ  ,قاَلَ رسَُوْلُ اللهي صَلَّى اللهه

يئسَْتي الفَْاطيمَةُ  ,القْييَامَةي  عَةُ وَب يعمَْ المُْرضْي (رواه البخاري)فنَ  

Sesungguhnya kalian akan berambisi kepada kempemimpinan. Dan hal itu 

nantinya akan jadi penyesalan pada hari Kiamat, maka kenikmatan (bayi) yang 

menyusu dan kejelekan (bayi) yang disapih.9 

 

Nabi Muhammad Saw. sudah mengingatkan manusia agar tidak tamak, 

tidak bercita-cita dan tidak berambisi kepada jabatan dan kekuasaan, karena 

kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau kepada 

orang yang tidak mampu atau tidak jujur dan amanah, maka pasti akan terjadi 

kerusakan di muka bumi dan pemutusan silaturrahim.  

Di kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa Madrasah Tsanawiyah 

Negeri, salah satunya adalah MTs Negeri 3 Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya 

Tarik No.234, Tarik Lor, Tarik, Kec. Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 

61265. Di Madrasah tersebut terdapat Struktur Organisasi yang terdiri dari 

Kepala Madrasah, Kepala TU, Komite, Wakil Kepala Kurikulum, Wakil Kepala 

Kesiswaan, Wakil Kepala Sarana Prasarana, Wakil Kepala Hubungan 

                                                             
8 Soltau, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Ari Studi Club, 1971) hlm. 86. 
9 (HR.Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Shahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam: IX/79, An-Nasai, 

Sunan An-Nasai:VII/762 Lafadz Al-Bukhari). 
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Masyarakat dll. Tetapi di dalam struktur organisasi di MTs Negeri 3 Sidoarjo 

yang menjabat sebagai Wakil Kepala Hubungan Masyarakat, juga merangkap 

jabatan sebagai Wakil Kepala Sarana Prasarana di Instansi lain, yakni di 

Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo. Dalam hal ini terdapat 

kejanggalan, dimana didalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 pada 

pasal 98 menyebutkan “Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas dan 

pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang Rangkap jabatan” 

dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kecuali untuk 

Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang kompetensi dan 

bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi 

lain dan bidang tugas Jabatan Fungsional”. 

Dalil yang disampaikan didalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 

2017 pada pasal 98 sudah sangat jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang 

merangkap jabatan. Tapi dikehidupan nyata, masih ada yang melakukan hal 

tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul Analisis Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 2017 tentang 

Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo untuk 

menganalisis, menelaah, dan mendeskripsikan tentang Pegawai Negeri Sipil 

Rangkap Jabatan berdasarkan Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah yang 

membahas tentang peraturan perundang-undangan negara. Fiqih Siyasah 

Dusturiyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan Pegawai 

Negeri Sipil. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka dapat diketahui 

adanya beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 11 

tahun 2017 

2. Peran dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil  

3. Kajian tentang Fikih Siyasah Dusturiyah 

4. Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Pegawai Negeri 

Sipil rangkap jabatan di Mts Negeri 3 Sidoarjo 

5. Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap 

jabatan di Mts Negeri 3 Sidoarjo 

Beberapa masalah yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi 

terhadap permasalahan tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap jabatan di Mts 

Negeri 3 Sidoarjo, yaitu :  

1. Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Pegawai Negeri 

Sipil rangkap jabatan 

2. Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap 

jabatan 

 

C. Rumusan Masalah  

Dalam skripsi ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah 

dalam bentuk pertanyaan, yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang 

pegawai negeri sipil rangkap jabatan 
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2. Bagaimana analisis Fikih Siyasah Dusturiyah tentang Pegawai Negeri Sipil 

rangkap jabatan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pencarian peneliti, terdapat beberapa 

penelitian yang sudah pernah dilakukan, antara lain : 

1. Hasil penelitian yang ditulis di tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Guru 

Rangkap Jabatan Terhadap Prestasi Siswa di Mts Darussalam Al-

Faisholiyah Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang”10. Penulis 

melakukan penelitian ke salah satu sekolah menengah pertama yang ada di 

Sampang Madura. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan adanya 

pengaruh rangkap jabatan terhadap prestasi siswa untuk menggambarkan 

suatu tujuan. Diantaranya, Guru rangkap jabatan di Mts Darussalam Al-

Faisholiyah Sampang dan pengaruh prestasi siswa di Mts Darussalam Al-

Faisholiyah Sampang. Metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan 

data antara lain melalui angket, dokumentasi, observasi, dan interview.   

2. Jurnal yang berjudul “Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif”.11 

Ruang lingkup kajian ini menyangkut aspek-aspek pengelolaan pegawai  

negeri sipil di Indonesia baik dilihat dari sistem, kelembagaan maupun 

                                                             
10 Rasyid Abdul, ”Pengaruh Guru Rangkap jabatan terhadap Prestasi Siswa di Mts Darussalam 

Al-Faisholiyah Bunten barat Kec. Ketapang Kab.Sampang”, (Skripsi : Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Surabaya,2010) 
11 Efendi Akhyar, Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang efektif (Jurnal, 2012) 
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sumber  daya manusianya. Kajian difokuskan untuk menemukan pokok 

permasalahan yang menyebabkan pegawai negeri sipil di Indonesia belum 

menjadi sosok yang profesional sekalipun berbagai upaya telah ditempuh 

seperti perubahan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan 

yang menangani bidang kepegawaian, perubahan pendekatan pendidikan 

dan pelatihan dan kebijakan- kebijakan lain yang mengarah pada 

peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai negeri sipil. Ruang lingkup 

kajian ini mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi/mutasi, 

pendidikan dan pelatihan, penggajian, pola karier, penilaian prestasi kerja, 

hak dan kewajiban, reward and punishment, code of conduct, dan 

pemberhentian. 

3. Skripsi yang berjudul “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di 

Partai Politik”.12 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari 

pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik. Analisis data 

dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini 

menunjukkan bahwa pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik 

dalam perundang-undangan tidak dijelaskan dengan konsep yang jelas. 

Penelitian ini menyarankan dalam hal pelarangan rangkap jabatan Menteri 

di partai politik, supaya kedepannya diatur dan dijelaskan secara eksplisit 

ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, supaya tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dan dapat 

                                                             
12 Krisna Maya Shandi, 2018, Urgensi Pelarangan rangkap Jabatan Menteri di partai politik, 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 
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meningkatkan kinerja Menteri secara maksimal dan Diperlukan perbaikan 

atau pembaharuan terhadap Undang-undang Kementerian Negara supaya 

membahas lebih rinci tentang larangan rangkap jabatan Menteri di Partai 

Politik dan juga perbaikan dari keberadaan partai politik supaya eksistensi 

partai tidak hanya terlihat saat pemilu saja, namun juga sebagai wadah 

aspirasi masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan kelompok. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui analisis Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang 

Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan 

2. Untuk mengetahui analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah tentang Pegawai 

Negeri Sipil Rangkap Jabatan. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari permasalahan diatas, peneliti mengharapkan penelitian ini 

bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun untuk dua 

aspek yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menjelaskan tentang analisis Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 

2017 tentang Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan 

b. Dapat menjelaskan tentang analisis Fikih Siyasah Dusturiyah tentang 

Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan  
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah sesuai judul penelitian ini, 

serta untuk meminimalisir kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang 

dimaksud dalam judul Tinjaun Fikih Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah 

No. 11 tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan di Mts Negeri 

3 Sidoarjo, maka kiranya peneliti perlu menjelaskan beberapa unsur variable 

dalam penelitian ini. 

Fikih Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Siya@sah dustu@ri@yah adalah 

Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar 

sejalan dengan nilai-nilai syariat. Undang-undang itu mengacu terhadap 

konstitusinya yang  tercermin  dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-

hukum syariat yang disebutkan di dalam al-qur’an dan yang dijelaskan sunnah 

Nabi.13 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

                                                             
13 Imam Amrusi Jailani Dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: CV. Mitrs Media Nusantara 

2013) hlm. 77 
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yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan14. Pegawai Negeri Sipil adalah 

salah satu elemen yang memegang tanggung jawab dalam suatu organisasi, baik 

itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penggerak sekaligus bertindak sebagai 

pengawas dalam pembangunan bangsa. 

Rangkap Jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh 

seseorang dalam pemerintahan, atau didalam struktur organisasi15. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yaitu metode 

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data premier dan menemukan 

kebenaran berdasarkan apa yang terjadi dilapangan16. Dengan objek 

penelitian terutama yang berkaitan Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan 

di Mts Negeri 3 Sidoarjo. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif 

dan pandangan mahasiswa yakni menggali data kemudian menganalisisnya 

hingga menjadi sebuah kesimpulan. 

2. Data yang dikumpulkan 

Adapun data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data mengenai Pegawai Negeri Sipil 

                                                             
14 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
15 https://lektur.id/arti-istilah/jabatan-rangkap.html  
16 S. Nasution, Metode Research (penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara,2008),113. 

https://lektur.id/arti-istilah/jabatan-rangkap.html
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b. Data megenai Struktur Organisasi Mts Negeri 3 Sidoarjo 

c. Teori dan Konsep tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pegawai 

Negeri Sipil Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo 

3. Sumber Hukum 

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali untuk 

penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dua 

jenis sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai peneliti  adalah  

sebagai berikut :17 

a. Sumber Primer 

Adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Sumber data yang digunakan yaitu hasil wawancara dari 

sumber informasi utama yaitu Pegawai Negeri Sipil yang merangkap 

Jabatan, yakni Bpk Husnul Khitam, yang merangkap Jabatan sebagai 

Wakil Kepala Hubungan Masyarakat di Mts Negeri 3 Sidoarjo dan juga 

menjabat sebagai Wakil kepala Hubungan Masyarakat di SMP Negeri 3 

Tarik Sidoarjo. 

b. Sumber Sekunder 

Adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang 

terdiri dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Pegawai 

Negeri Sipil dan beberapa dokumen-dokumen terkait Pegawai Sipil 

                                                             
17 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94. 
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Rangkap Jabatan, diantaranya Struktur Organisasi di Mts Negeri 3 

Sidoarjo dan Struktur Organisasi di SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adalah teknik pengumpulan data yang secara nyata dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada  

subyek penelitian, namun melalui dokumen. Yang mana merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa hasil 

tulisan, atau gambar18. Dokumentasi merupakan pelengkap dari  

penggunaan  metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

lapangan ini. Adapun dokumen yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah rekaman gambar dan suara saat wawancara dengan Bpk 

Husnul Khitam selaku Pegawai Negeri Sipil yang rangkap jabatan 

di Mts Negeri Sidoarjo dan SMP Negeri 2 Tarik Sidaorjo.  

b. Observasi 

Obervasi adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada 

                                                             
18 ibid 
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tujuan riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk 

keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara 

dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti 

bertanya langsung kepada subyek atau responden untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya 

dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan 

penelitiannya19. Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan 

atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan yang 

dialami oleh orang lain. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan data sebagai bahan pokok, yakni dengan cara 

mewawancarai Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan di 

Mts Negeri 3 Sidoarjo dan SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo. 

d. Kepustakaan 

Pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang 

digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini 

dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik 

dari buku-buku maupun yang lain yang berhubungan dengan 

penelitian karya tulis ilmiah.20 

  

                                                             
19 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi penelitian hukum normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006), hlm. 114. 
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV, 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), hlm. 39. 
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5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

data kualitatid yang bersifat deskriptif kualitatif.21 

Deskriptif Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, dalam hal ini 

tentang Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 

Sidoarjo. Kemudian di analisis dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah 

dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang 

sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam  lima  bab 

penelitian sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori landasan teori Fiqih Siyasah, pada bab 

ini akan diuraikan tentang teori Fiqih Siyasah meliputi Definisi, Ruang 

Lingkup, Fiqih Siyasah termasuk Fiqih Siyasah Dusturiyah 

                                                             
21 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cet.V,2009) hlm.22-25. 
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Bab ketiga, berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan meliputi 

Deskripsi lokasi penelitian dan hasil wawancara kepada Pegawai Negeri Sipil 

Rangkap Jabatan di Mts Negeri 3 Sidoarjo. 

Bab keempat, merupakan analisis terhadap data penelitian yaitu Analisis 

Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo menurut 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan analisis perspektif Fiqih Siyasah 

Dusturiyah terhadap Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 

Sidoarjo. 

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang 

diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan 

masalah serta saran dari penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH DALAM FIQIH 

SIYASAH 

 

A. Definisi Fiqih Siyasah 

Hukum Islam atau sering dikenal dengan fiqih adalah hukum yang sangat 

dinamis. Sesuai dengan makna fiqih yang berarti pemahaman atas teks dengan 

metode ijtihad maka sudah sepatutnya fiqih berkembang dengan cepat seiring 

perkembangan peradaban manusia. Sebab teks itu sendiri baik Al-Qur’an 

maupun Hadits sudah paripurna dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan 

penambahan atau diubah-ubah. Yang mungkin dilakukan hanya interpretasi 

atas teks itu sendiri mengikuti prinsip dan syarat yang telah disepakati oleh para 

fuqaha dalam bentuk konsensus ulama (ijma’) maupun fatwa pribadi ahli 

(itjihad).22 

Fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian 

fiqih adalah pemahaman yang mendalam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip 

Amir Syarifuddin, menyebutkan “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui 

batinnya sampai kedalamannya.23 Secara terminologis fiqih adalah pengetahuan 

tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan 

yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yaitu dalil-dalil atau hukum  

yang khusus diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah). 

                                                             
22 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur’an”, Petita, No. 

1, Vol. 2 (April, 2017), 48. 
23 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), 2 
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Kata Siyasah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, 

dan memerintah atau pemerintahan, poitik dan perbuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, membuat kebijaksanaan, mengurus atas sesuatu yang bersifat  

Kata Siyasah dapat juga dilihat dari sisi terminologisnya dan disini 

terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum Islam, diantaranya adalah : 

1. Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau siyasah berarti 

mengatur sesuatu yang cara membawa kepada kemaslahatan. 

2. Abdul Wahhab Khalaf, beliau mendefinisikan siyasah sebagai undang- 

undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 

mengatur berbagai hal. 

3. Abdurrahman yang mendefinisikan kata siyasah sebagai hukum dan 

peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan 

negara lain. 

Dari definisi yang disampaikan oleh para ahli diatas bahwa fiqih siyasah 

adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan 

dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan.24 Pengertian fiqih dan siyasah dari segi  etimologis  

dan  terminologis  serta  definisi-definisi   yang   dinyatakan   oleh ahli hukum 

Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqih siyasah adalah ‚ suatu 

ilmu yang mempelajari hal ihwal dan pengaturan urusanumat dan Negara 

dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

                                                             
24 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2013), 7. 
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pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk 

mewujudkan kepada hal yang mendatangkan kebaikan umat. 

Dalam fikih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini 

berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki 

otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan 

selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 

(pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam 

bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau 

pembinaan. Menurut istilah dusturiyah adalah kumpulan kaedah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara, baik yang tidak tertulis (konvensi), maupun yang tertulis (konstitusi). 

Kata  dusturi  berasal  dari  bahasa  persia  yang  berarti  seseorang  yang 

memiliki kekuasaan yang sah, baik dalam bidang politik maupun agama. 

Setelah mengalami   penyerapan   ke   dalam   bahasa   Arab,   kata   dustu>r   

berkembang pengertiannya  menjadi  asas  dasar/pembinaan.  Menurut  istilah,  

dustu>r  berarti kumpulan kaidah yang mengatur hal dasar dan hubungan kerja 

sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak 

tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).25 

Dapat disimpulkan kata dusturiyah adalah sebuah norma aturan 

perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam 

                                                             
25 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007) , 3. 
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rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara serta agar sejalan dengan nilai-

nilai shari’at. 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fikih siyasah yang membahas 

permasalahan perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara 

lain konsep dari konstitusi (undang-undang dasar negara  dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan 

undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting 

dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi bagian penting 

dalam pelaksana perundang- undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah, tujuan, dan tugas-tugas negara 

dalam fikih siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga 

negara serta hak-hak warga negara yang wajib untuk dilindungi.26 Nilai-nilai 

yang terkandung dalam perumusan sebuah undang-undang dasar adanya 

jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, dan 

memandang sama semua kedudukan manusia di hadapan hukum. Tanpa sama 

sekali memandang kedudukan manusia dari status, pendidikan, agama, sosial, 

dan sebagainya. 

Suyuthi  Pulungan  menyatakan  bahwa  definisi  dari  siyasah  dusturiyah 

adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan 

kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak- 

                                                             
26 ibid 
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hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa  

dan rakyat. 

Maka,  siyasah dusturiyah  adalah fikih  siya<sah  yang  membahas  

masalah perundang-undangan Negara agar berjalan beriringan dengan nilai-

nilai syariat, dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara 

pemilihan kepala Negara, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan 

urusan umat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal 

yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan/kerukunan 

bubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenunhi 

kebutuhannya.27 

Dalam fikih siyasah dusturiyah ini permasalahan atau persoalan yang 

diangkat adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak 

lain serta kelembagaan-kelembagaannya di dalam masyarakatnya. Oleh sebab 

itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah ini biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.28 

Konsep dari fikih siyasah dusturiyah terbagi menjadi 2 aspek, yaitu: 

1. Alquran dan Hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal 

mengurus tatanan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal bernegara, 

                                                             
27 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 24. 

 
28 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007) , 11 
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baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untu mengatur akhlak 

manusia. 

2. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu 

hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk 

mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai 

kemaslahatan bersama. 

 

B. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Dusturiyah 

Dalam fiqih siyasah dusturiyah ini mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqih 

siyasah dusturiyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal pokok 

yaitu. Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat suci Alquran maupun Hadist, 

maqosidu syariah, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak 

akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi di lingkup masyarakat. 

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubaha karena perubahan situasi dan 

kondisi, termasuk di dalamnya hasil itjihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya.29 

Yang dimaksud dengan dusturi: pertama, “Dusturi adalah prinsip-prinsip 

pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang- 

undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya”. 

Kedua, Abul A’la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu 

dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan 

                                                             
29 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, “Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu 
Syariat”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 73. 
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pengaturan suatu negara”.30 Dari dua ta’rif ini dapat disimpulkan bahwa kata 

dustur sama halnya dengan kata constitution dalam bahasa Inggris, atau dalam 

bahasa Indonesia disebut undang-undang dasar, kata “dasar” dalam bahasa 

Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dusturi tersebut di atas. 

Jika dipahami penggunaan kata fiqih dusturi untuk nama satu ilmu yang 

membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam 

dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di 

dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah 

barang tentu perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 

Sumber-sumber fikih dusturi adalah: 

1. Alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip 

kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulliy dan ajaran Alquran. 

2. Sumber dari hadist - hadist yang berhubungan dengan imamah dan 

kebijaksanaan - kebijaksanaan Rasulullah saw. di dalam menerapkan 

hukum di Negeri Arab. 

3. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan gaya dalam 

pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada 

kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi pada sebesar-besarnya 

kemaslahatan rakyat. Sesuai dengan prinsip: “Kebijaksanaan imam sangat 

tergantung kepada kemaslahatan rakyat.” 

                                                             
30 ibid 
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4. Sumber yang berasal dari itjihad para ulama, di dalam masalah fiqih dusturi, 

hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami 

semangat fiqih dusturi, di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya 

haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. 

5. Sumber terakhir yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Alquran dan hadist. Ada kemungkinan sumber adat 

istiadat ini tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi. Ada 

kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan 

yang tertulis.31 

Dalam fikih siyasah dusturiyah, dibagi menjadi empat bidang yaitu 

bidang siyasah tasri’iyah (legislatif atau penetapan hukum), bidang siyasah 

tanfidiyah, bidang siyasah qadha’iyah (yudikatif/peradilan), dan bidang 

siyasah idariyah (administrasi pemerintahan/negara). 

1. Bidang siyasah tashri’iyah 

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-

tashri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Dalam kekuasaan legislatif (al-sulthah al- tashri’iyah) 

berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat 

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. dalam syari’at 

Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: 

                                                             
31 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, “Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu 
Syariat”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 87. 
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a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 

c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai- nilai 

dasar syari’at Islam.32 

Terdapat 2 fungsi lembaga legislasi. Pertama, dalam hal-hal yang 

ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Alquran dan Sunnah, undang-

undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri’iyah adalah undang-

undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh 

Nabi Muhammad SAW. Kedua, yaitu berfungsi melakukan penalaran 

kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas 

tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya al-sulthah al-tasyri’iyah 

tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaiana dijelaskan diatas. 

Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas 

(analogi). Dalam masalah ini, lembaga legislasi berhak mengadakan 

pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa 

dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan oleh negara kepada 

kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.33 

2. Bidang siyasah tanfidiyah 

Bidang ini termasuk dalam persoalan imamah, persoalan bai’ah, 

wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. Siyasah Tanfidiyah memiliki tugas 

                                                             
32 Ibid 
33 Muhammad Ainul Hidayat, “Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang 

Pembagian Royalti Minerba” (Skripsi : UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 39. 
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melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki 

kekuasaan eksekutif.34 negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan yang baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi 

kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para 

pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda. 

3. Bidang siyasah qadla’iyah 

Bidang yang di dalamnya terdapat masalah-masalah peradilan. 

Kekuasaan kehakiman ini untuk menyelesaikan perkara baik perkara dalam 

bidang pidana maupun bidang perdata dan dapat juga menyelesaikan 

permasalahan atau sengketa keadministrasian yang berkaitan dengan 

negara. Tugas kekuasaan kehakiman ini untuk mempertahankan hukum dan 

perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. 

4. Bidang siyasah idariyah 

Kajian fiqih Siyasah Dusturiyah pada bidang Siyasah Idariyah. 

Siyasah Idariyah yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. 

Kata Idariyah merupakan masdar dari kata adara asy-syay’a yudiruhu 

idarah, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.35 

                                                             
34 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), hlm 25. 
35 Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, Uhul al-idarah asy-Syar’iyyah, (Bayt ats-Tsaqafah, 

Jakarta, cetakan I, 2003), hlm 7.  
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Dalam siyasah idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat 

diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk 

merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan 

pelayanan administrasi terdapat tiga indikator utama yaitu sederhana dalam 

peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.36 

 

C. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri sipil 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 

17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, 

Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 

89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri 

sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.37 

Manajemen PNS dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan 

kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, 

promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, 

                                                             
36 Achmad Fajar Rifa’i, “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

Perspektif Siyasah Idariyah” (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm 15. 
37 https://www.jogloabang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns diakses pada tanggal 2 mei 

2020 

https://www.jogloabang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns
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disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta 

perlindungan. 

Pertimbangan yang menjadi latar belakang penetapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah bahwa 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), 

Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 

81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), 

dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

D. Rangkap Jabatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan rangkap adalah dua 

atau lebih jabatan yang dipegang oleh seorang dalam pemerintahan atau 

organisasi, seperti sekretaris jenderal dan kepala biro.38 

Rangkap jabatan menimbulkan masalah konflik kepentingan. Ada 

beberapa hal yang menimbulkan konflik kepentingan antara lain (1) situasi yang 

menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan 

pribadi/golongan, perangkapan jabatan di beberapa lembaga 

instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, 

sejenis ataupun tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu 

jabatan untuk kepentingan jabatan lain, (2) situasi dimana seorang 

                                                             
38 https://lektur.id/arti-jabatan-rangkap/ diakses pada 29 April 2020 

https://lektur.id/arti-jabatan-rangkap/
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penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu 

misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, 

(3) situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia 

budaya korupsi masih begitu sangat kuat dan belum pulihnya institusi-institusi 

demokrasi dan pengawasan. Dikarena itu dikhawatirkan rangkap jabatan akan 

menimbulkan konflik kepentingan. Memang tidak ada peraturan atau Undang-

undang yang fokus membahas rangkap jabatan tapi ini sudah jadi kesadaran 

masing-masing termasuk instansi-instansi atau partai politik itu sendiri. 
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BAB III 

RANGKAP JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MTs NEGERI 3 

SIDOARJO DAN SMP NEGERI 2 TARIK SIDOARJO DALAM 

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

A. Gambaran Umum MTs Negeri 3 Sidoarjo 

Pada awalnya di wilayah kecamatan Tarik satu-satunya sekolah 

pendidikan agama yakni PGA 6 Tahun (pendidikan Guru Agama) yang 

berlokasi dibelakang Puskesmas Pembantu Tarik. Seiring dengan 

perkembangan waktu berubah menjadi MTs Sunan Ampel Pada Tahun 1977 -

1979. Pada masa inilah semua tokoh masyarakat Desa Tarik yang di pelopori 

oleh: 

a. Bpk. KH. Moh Said Hamdan, Tokoh Agama Ds. Tarik 

b. Bpk. H. Somadi, Yang Saat Itu Beliau Sebagai Kepala KUA Tarik 

c. Bpk. Drs. Samsoeri  

Lembaga tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun, yang menempati 

gedung eks PGA. Dengan Kepala Madrasah Bpk. Samsoel Hadi, BA. Tak lama 

melalui kesepakatan semua pengurus sekolah berganti nama menjadi “MTs 

YASPPI” kepanjangan dari “Yayasan Amal Sosial Pendidikan dan 

Pembangunan Islam”. MTs YASPPI berlangsung selama 5 tahun mulai tahun 
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1979-1985, seiring dengan waktu akhirnya berganti nama menjadi “MTs Panca 

Bhakti” selama 4 Tahun yaitu mulai tahun 1985 – 1989.39 

Pada tahun 1990 persaingan antar lembaga pendidikan semakin 

bertambah. Untuk menarik masyarakat agar lebih berminat menempatkan putra-

putrinya di MTs maka yayasan memutuskan untuk bergabung dengan MTs 

Negeri Krian sehingga disebut dengan MTs Filial. Karena MTs Tarik masih 

filial dengan MTs Negeri Krian maka segala bentuk urusan yang terkait dengan 

pendidikan masih mengikuti peraturan yang ada di MTs Negeri Krian. Selang 

beberapa tahun, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menghapuskan 

istilah Filial. Sebuah lembaga pendidikan harus mampu mandiri dan tidak 

tergantung pada lembaga lain. Sehingga MTsN Tarik harus memilih menjadi 

Negeri atau kembali ke Swasta. 

Melihat permasalahan tersebut para pengurus yayasan memutuskan 

untuk ikut Negeri. Karena memilih untuk menjadi Negeri maka segala bentuk 

data atau urusan apapun yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di MTs 

harus diserahkan kepada pemerintah.  

Pada akhirnya tahun 1998 Surat Keputusan dari pemerintah turun dengan 

Nomor : 107 Tahun 1997 nama MTs Tarik Menjadi MTs Negeri Tarik. Dan 

pada tanggal 17 Nopember 2016  ada SK Perubahan nama dengan nomor : 673 

Tahun 2016 menjadi MTs Negeri 3 Sidoarjo.40 

                                                             
39 Profil MTs Negeri 3 Sidoarjo 
40 ibid 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 

 

Lokasi dan Luas Area Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo berada  

di Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo kurang lebih 1 km dari 

Kantor   Kecamatan Tarik Sidoarjo.   Madrasah  ini dibangun  di atas tanah 

seluas 7289  meter dengan status tanah Negara. Dari area luas tersebut 

digunakan bangunan seluas 2800  meter, sisanya halaman. 

1. VISI 

Berdasarkan hasil penyusunan Program Kerja dan KTSP  MTsN 3  Sidoarjo 

Tahun Pelajaran 2017-2018 VISI  sekolah berbunyi sebagai berikut  : 

“Unggul dalam Imtaq dan Iptek serta berbudi pekerti Luhur”.41 

Indikator Visi 

a) Mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk 

melanjutkan/diterima di pendidikan yang lebih tinggi  

b) Mampu berpikir aktif, kreatif, Inovatif dan Terampil dalam 

memecahkan masalah 

c) Memiliki keterampilan, kecakapan non akademis sesuai bakat dan 

minatnya 

d) Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agama Islam secara 

benar dan konsekuen 

e) Bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat 

  

                                                             
41 Profil MTs Negeri 3 Sidoarjo 
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2. MISI 

Untuk mencapai visi madrasah tersebut, misi dari penyelenggaraan 

pendidikan  di  Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengembangkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan semua kegiatan pendidikan 

b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas kelulusan 

c. Meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik sesuai dengan 

IPTEK 

d. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 

f. Meningkatkan kualitas manajemen Madrasah 

g. Mengembangkan kehidupan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-

hari 

h. Mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional dalam kegiatan 

Madrasah 

i. Meningkatkan partisipasi orangtua dan masyarakat lingkungan 

Madrasah 

3. TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo adalah : 
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a. Lulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo dapat melaksanakan 

sholat dengan tertib, dapat membaca al qur'an dengan benar dan tartil.42 

b. Siswa dapat memimpin istighosah dan tahlil sehingga mampu siap 

terjun dimasyarakat. 

c. Lulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo mempunyai dasar-

dasar keilmuan secara optimal, sehingga mampu memecahkan masalah 

dan mempunyai kepekaan sosial. 

d. Terjadinya peningkatan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) serta 

mampu  berkompetensi pada tingkat nasional. 

e. Siswa dapat berkomunikasi dengan bahasa inggris dan bahasa arab baik 

secara aktif maupun pasif sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, 

sehingga MTs Negeri 3 Sidoarjo menjadi sekolah yang dinamis, 

transparan, akuntabel dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan animo siswa baru. 

f. Terjalinnya kerja sama yang harmonis antara lembaga dan stockholder 

yang ada di lingkungan madrasah. 

 

B. Gambaran Umum SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo 

Sekolah Menengah Pertama (disingkat SMP) Negeri 2 Tarik adalah 

sebuah lembaga jenjang menengah pertama kelanjutan dari sekolah dasar (SD) 

atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tarik yang didirikan kedua 

setelah SMP Negeri 1 Tarik. Berlokasi di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik 

                                                             
42 ibid 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

sebelah barat dari pusat Kantor Kecamatan Tarik sehingga menjadi pilihan bagi 

siswa-siswi yang bertempat tinggal di wilayah Barat kecamatan Tarik 

khususnya karena SMP Negeri 1 Tarik berada lebih dekat dari Pusat Kecamatan 

Tarik dan lebih dekat dengan wilayah Timur.43 

Saat ini SMP Negeri Tarik dipimpin oleh Ibu Dra. Sulih Prihatiningsih, 

M.Pd. dengan jumlah karyawan sebanyak 55 Guru, 8 staf karyawan, dan 1 

penjaga keamanan (Satpam). Jumlah kelas seluruhnya 24 kelas dengan tiap 

rombel sebanyak 8 kelas. 

Berikut ini profil lembaga sebagai sasaran Aktualisasi. 

Nama Satuan : SMP NEGERI 2 TARIK SIDOARJO 

NPSN : 20501737 

Bentuk Pendidikan : SMP 

Status Sekolah : Negeri 

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 

SK Izin Operasional : 0886/0/1996 

Tanggal SK : 1986-03-31 

Alamat : Desa Kedungbocok 

Desa/Kelurahan : Kedungbocok 

Kecamatan : Tarik 

Kabupaten/Kota : Kabupaten Sidoarjo 

Propinsi : Jawa Timur 

RT/RW : 20/4 

                                                             
43 Profil SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo 
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Nama Dusun : Klinter 

Kode Pos : 61265 

Lintang/Bujur : -7.4538000/112.4920000 

Layanan Keb. Khusus : H,K,Q 

SK Pendirian : 0886/0/1996 

Tanggal SK : 1986-03-31 

MBS : Ya 

Tanah Milik : 7023 m 

Tanah Bukan Milik : 0 m 

Nomor Telepon : 0318970930 

Nomor Fax : 0318970930 

Email : smpn2tarik@yahoo.co.id 

 

1. Visi 

Mencetak siswa menjadi insan yang Berprestasi, Kreatif dan Santun 

berdasarkan Iman dan Takwa (Prakarsa).44 

2. Misi 

a. Terwujudnya pengembangan (isi) kurikulum yang adaptif dan proaktif 

b. Terwujudnya proses pembelajaran dengan dukungan strategi, metode, 

dan sumber pembelajaran yang relevan. 

c. Terwujudnya pencapaian standart ketuntasan dan kelulusan 

pembelajaran. 

                                                             
44 ibid 

mailto:smpn2tarik@yahoo.co.id
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d. Terwujudnya pengembangan tenaga pendidik/kependidikan yang 

profesional dan tersertifikasi. 

e. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasaranan pendidikan yang 

memadai. 

f. Terwujudnya pencapaian mutu kelembagaan dengan manajemen 

sekolah yang transparan, efektif, dan akuntabel. 

g. Terwujudnya penggalangan pembiayaan pendidikan yang memadai. 

h. Terwujudnya pengembangan sistem penilaian yang reliabel dan valid. 

 

C. Uraian Tugas Struktur Organisasi 

1. Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah berfungsi sebagai Edukator, Manager, Administrator, 

Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator (EMASLIM). 

a) Kepala Sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses 

pengajaran secara efektif dan efisien. 

b) Kepala Sekolah selaku manajer mempunyai tugas : 

 Menyusun perencanaan 

 Mengorganisasikan kegiatan 

 Mengarahkan / mengendalikan kegiatan 

 Mengkoordinasikan kegiatan 

 Melaksanakan pengawasan 

 Menentukan kebijaksanaan 

 Mengadakan rapat mengambil keputusan 

 Mengatur proses belajar mengajar 
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 Mengatur administrasi Katatausahaan, Kesiswaan, Ketenagaan, 

Sarana prasarana, Keuangan 

c) Kepala Sekolah selaku administrator bertugas menyelenggarakan 

administrasi : 

 Perencanaan 

 Pengorganisasian 

 Pengarahan dan pengendalian 

 Pengkoordinasian 

 Pengawasan 

 Evaluasi 

 Kurikulum 

 Kesiswaan 

 Ketatausahaan 

 Ketenagaan 

 Kantor 

 Keuangan 

 Perpustakaan 

 Laboratorium 

 Ruang keterampilan – kesenian 

 Bimbingan konseling 

 UKS 

 OSIS 

 Serbaguna 
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 Media pembelajaran 

 Gudang 

 7K 

 Sarana / prasarana dan perlengkapan lainnya 

d) Kepala Sekolah selaku Supervisor bertugas menyelenggarakan 

supervisi mengenal : 

 Proses belajar mengajar 

 Kegiatan bimbingan 

 Kegiatan ekstrakulikuler 

 Kegiatan kerja sama dengan masyarakat / instansi lain 

 Kegiatan ketatausahaan 

 Sarana dan prasarana 

 Kegiatan OSIS 

 Kegiatan 7K 

 Perpustakaan 

 Laboratorium 

 Kantin / warung sekolah 

 Koperasi sekolah 

 Kehadiran guru, pegawai, dan siswa 

2. Wakil Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut. 
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a. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program 

pelaksanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pengarahan 

d. Ketenagakerjaan 

e. Pengkoordinasian 

f. Pengawasan 

g. Penilaian 

h. Identifikasi dan pengumpulan data 

i. Pengembangan keunggulan 

j. Penyusunan laporan 

3. Waka Kurikulum memunyai tugas-tugas sebagai beikut. 

a. Menyusun dan menjabarkan Kalender Pendidikan 

b. Menyusun Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 

c. Mengatur Penyusunan PRogram Pengajaran (Program Semester, 

Program Satuan Pelajaran, dan Persiapan Mengajar, Penjabaran dan 

Penyesuaian Kurikulum) 

d. Mengatur pelaksanaan program penilaian Kriteria Kenaikan Kelas, 

Kriteria Kelulusan dan Laporan Kemajuan Belajar Siswa serta 

pembagian Raport dan STTB 

e. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan 

f. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

g. Mengatur Pengembangan MGMP dan Koordinator mata pelajaran 
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h. Mengatur Mutasi Siswa 

i. Melaksanakan supervisi administrasi dan akademis 

j. Menyusun Laporan 

4. Waka Kesiswaan mempunyai tuga-tugas sebagai berikut. 

a. Mengatur pelaksanaan Bimbingan Konseling 

b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K (Keamanan, 

Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan 

Kerindangan) 

c. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi: 

Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiah Remaja 

(KIR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) Paskibra 

d. Mengatur pelaksanaan Kurikuler dan Ekstra Kurikuler 

e. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah 

f. Menyelenggarakan Cerdas Cermat, Olah Raga Prestasi 

g. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa 

5. Waka Sarana dan Prasarana mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. 

a. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses 

belajar mengajar 

b. Merencanakan program pengadaannya 

c. Mengatur pemanfaatan Sarana Prasarana 

d. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian 

e. Mengatur pembakuannya 
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f. Menyusun laporan 

6. Waka Hubungan Masyarakat memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 

a. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran 

komite 

b. Menyelenggarakan bakti social, karyawisata 

c. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah (gebyar seni) 

d. Menyusun laporan 

 

D. Hasil data Interview 

Hasil data Interview atau wawancara yang penulis lakukan kepada 

Narasumber yang bernama bpk. Husnul Khitam yang tinggal di desa Tarik 

kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Narasumber merupakan Pegawai Negeri 

Sipil di Instansi Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama yakni MTs 

Negeri 3 Sidoarjo. Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan 

Kementerian Agama pada tahun 2008. Di Struktur Organisasi Mts Negeri 3 

Sidoarjo, narasumber menjabat sebagai Wakil Kepala Hubungan Masyarakat 

(HUMAS) mulai tahun 2016 hingga sekarang.45 

Pada tahun 2010, Narasumber mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri 

Sipil di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Diangkat pula menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Kementerian Pendidikan pada tahun 

yang sama dan ditempat tugaskan di SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo. Di Struktur 

                                                             
45 Hasil wawancara Penulis bersama Narasumber 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 

 

Organisasi SMP Negeri 2 Tarik, Narasumber menjabat sebagai Wakil Kepala 

Sarana Prasarana mulai tahun 2017 hingga sekarang. 

Narasumber pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang 

menurun, kemudian meminta pendapat mengajukan ke kepala sekolah MTs 

Negeri 3 Sidoarjo mengenai permintaan pendaftaran menjadi PNS dibawah 

naungan Kementerian Pendidikan, dan akhirnya kepala sekolah tersebut 

mengizinkan. Ketika penulis bertanya apakah tidak menemukan kesulitan 

ketika mengerjakan tugas menjadi PNS dibawah naungan Kementerian Agama 

dan Kementerian Pendidikan, narasumber menjawab sejauh ini berjalan lancar 

dengan mengatur pembagian waktu antara dua instansi yang sedang dinaungi. 

Narasumber juga meminta bantuan kepada istrinya untuk ikut serta 

mengerjakan tugas-tugas yang diterima dari dua instansi yang berbeda, dan istri 

narasumber mengerjakan dengan baik. 
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BAB IV 

ANALISIS FIKIH SIYASAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 

TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL RANGKAP 

JABATAN DI MTs NEGERI 3 SIDOARJO 

 

A. Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah tentang Pegawai Negeri Sipil Rangkap 

Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo dan SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo 

Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah diatur tentang pegawai negeri  atau 

dalam Islam disebut dengan pegawai pemerintahan. Pegawai pemerintah yaitu 

seseorang yang membantu pemimpin dalam pemerintahan untuk 

mempermudah pemimpin dalam mengurusi berbagai urusan masyarakat. Para 

pembantu khalifah atau pemimpin disini ada dua pembagian yaitu seseorang 

yang membantu khalifah/pemimpin dalam bidang pemerintahan yang disebut 

dengan wazir tafwidhi dan seseorang   yang membantu khalifah/pemimpin 

dalam bidang administrasi yang disebut dengan wazir tanfidhi. 

Kewenangan dari kedua pembantu khalifah tersebut berbeda, 

kewenangan wazir tafwidhi lebih luas dari pada wazir tanfidhi karena syarat-

syarat pelantikan dari kedua wazir tersebut berbeda. Wazir tanfidhi hanya 

membantu khalifah/pemerintah dalam bidang administrasi saja dan juga 

seorang wazir tanfidhi hanya menjalankan tugas yang diperintahkan  oleh 

pemimpin. 

Sebagai seorang pegawai pemerintah harus taat dan patuh dengan 

peraturan yang dibuat oleh pemimipin karena seorang pemimpin sebelum 
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memutuskan suatu aturan atau ketentuan telah mempertimbangkan terlebih 

dahulu sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin tidak menyeleweng dari 

aturan-aturan Islam dan dan tidak mengurangi hak-hak warga negara. 

Warga negara atau rakyat berhak menuntut untuk mendapatkan 

mendapatkan hak-haknya akan tetapi harus sesuai dan tidak melanggar 

ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Taat kepada penguasa muslim yang 

menerapkan hukum-hukum islam dalam pemerintahannya selama tidak 

memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran 

tetap fardu bagi seluruh kaum muslim. Ketaatan tersebut hukumnya wajib, 

karena Allah Swt telah memerintahkan ketaatan kepada pemimpin. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap seorang 

pegawai pemerintah atau PNS harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh 

dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat  oleh pemimpin. Selama 

peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemimpin tidak melanggar dengan 

syariat-syariat yang ada pegawai pemrintah harus mematuhinya. Karena 

seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai 

pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi adanya hak- hak rakyat yang 

dibatasi. 

 

B. Analisis PP No. 11/2017 Terhadap Pegawai Negeri Sipil Rangkap Jabatan 

di MTs Negeri 3 Sidoarjo dan SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo  

Upaya-upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia secara lebih 

terarah telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari 
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telah direvisinya beberapa undang-undang yang mengatur pegawai negeri sipil 

selama ini. 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 43 Tahun 

1999 pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi 

dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

pengembangan, kualitas, penempatan, profesi, penggajian, kesejahteraan, dan 

pemberhentian. Manajemen PNS ini diarahkan untuk menjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna 

dna berhasilguna. Oleh karena itu, dibutuhkan PNS yang profesional, 

bertanggungjawab, jujur, dan adil memalui pembinaan yang dilaksanakan 

berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada 

sistem prestasi kerja.  

Untuk mendukung Implementasi UU tersebut di lapangan, telah 

diterbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, keputusan 

Menteri Dalam Negeri, Keputusan Surat Edaran Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan dan Surat Edaran Kepala Badan 

Kepegawaian Negara, Keputusan dan Surat Edaran Kepala Lembaga 

Administrasi Negara, dan lain lain. Namun, Kondisi di lapangan menemui 

banyak kendala sehingga banyak dari aturan-aturan tersebut tidak dapat berjalan 

secara efektif. Kesulitan menerapkan peraturan perundang-undangan di 

lapangan sangat mempengaruhi upaya pengembangan PNS. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 

 

Sebagai contoh adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Proses penilaian 

pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil yang lebih dikenal dengan sebutan DP3 

(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaaan) sangatlah subyektif. Unsur–unsur 

yang dijadikan dasar penilaian sangat sumir apabila dikaitkan dengan 

pelaksanaan pekerjaaan secara nyata sehari-hari karena setiap unsur tersebut 

sangat sulit diukur keberhasilannya. Akibatnya, hasil penilaiannya tidak mampu 

membedakan antara PNS yang berkinerja baik dengan mereka yang berkinerja 

sebaliknya.  

Sejumlah peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan tampak kurang sejalan 

dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Misalnya tidak sinkronnya antara substansi Peraturan Pemerintah dengan UU. 

Disamping itu, belum terdapat suatu sistem manajemen PNS yang integrasi. 

Artinya, masing-masing sub sistem tidak saling mendukung dan tidak  memiliki 

ikatan yang erat satu sama lain. Kenyataannya, pengukuran kinerja PNS yang 

sekarang digunakan tidak relevan lagi dan sistem karier PNS itu sendiri belum 

pernah terwujud. Selanjutnya, terdapat sejumlah institusi yang secara bersama- 

sama menangani kebijakan dan manajemen PNS tanpa ada kejelasan  ruang  

lingkup kewenangan dan koordinasinya satu sama lain. 

Yang menjadi pokok permasalahan penyebab kurang profesionalnya 

PNS adalah pada implementasi peraturan perundang-undangannya. Meskipun 

demikian, berbagai persoalan disebabkan oleh kelemahan sistem dan peraturan 

perundang-undangan itu sendiri, disamping lemahnya penegakan aturan-aturan 
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tersebut, seperti PP No. 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan. DP-3 dinilai sangat baik, rinci dan mampu mengukur kinerja, hanya 

saja praktiknya tidak menggambarkan kinerja sesungguhnya. 

Diantara pemerintah pusat sendiri tidak ada koordinasi mengenai 

penetapan formasi PNS. Juga, peraturan tentang penggajian juga dinilai 

memiliki kelemahan karena gaji yang diberikan kepada PNS sekarang ini 

kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Disamping itu, gaji yang 

diberikan kepada PNS hanya didasarkan pada golongan pangkat/ruang dan 

masa kerja serta tidak mempertimbangkan kinerja yang dicapai oleh PNS. 

Pertama, aturan hukum ini mengatur kehidupan PNS termasuk yang 

tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugasnya. Kedua, pelanggaran 

disiplin terlalu diakomodir dan hukuman yang diberikan sangat lunak. Ketiga, 

dalam praktiknya aturan-aturan dalam PP No. 30 Tahun 1980  ini  seringkali 

tidak berjalan secara efektif di lapangan baik disebabkan oleh individu PNS itu 

yang tidak mematuhi peraturan tersebut maupun oleh pimpinan yang tidak tegas 

menegakkan aturan. 

Rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebenarnya sudah lama 

dikeluhkan. Rangkap jabatan jika dilihat dari perspektif apapun, seperti etika, 

manajemen, sosial, ekonomi, dan agama adalah kurang patut. Selain tidak etis 

dan kurang patut, rangkap jabatan sendiri dapat menimbulkan titik rawan, 

seperti dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), rawan 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan rawan terjadi 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 
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Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin dapat dihindarkan oleh 

aparatur negara yang melakukan rangkap jabatan, baik besar maupun kecil. 

Ketika aparatur negara tersebut melakukan tugas aktivitas akan sulit dibedakan 

apakah aparatur negara tersebut melaksanakan tugas negara atau tugas yang 

lainnya.46 

Urgensi dari pelarangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil adalah 

pertama, agar kinerja pegawai negeri sipil fokus dalam kepentingan bangsa dan 

negara. Kedua, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara bagi 

kepentingan pribadi. Ketiga, konflik kepentingan (conflict of interest) yang 

kemudian dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada 

sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana di Indonesia, konsep 

kepentingan memang belum kuat. Kajian mengenai konflik kepentingan 

(conflict of interest) dan dampaknya terhadap tindak pidana korupsi masih 

sangat minim. Padahal berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, 

Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Anti-Corruption 

(UNCAC) yang pada pasal 12 dijelaskan tentang penanganan konflik 

kepentingan sebagai langkah pemberantasan korupsi.47 

Konflik kepentingan (conflict of interest) sendiri dalam Undang- Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (14) 

dijelaskan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan 

                                                             
46 Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah,” opini Harian Kompasedisi Kamis (16/4/2015) 

terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah 

diakses terakhir tanggal 14 Maret 2020 
47 ibid 

https://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah
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yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau 

orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi 

netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau 

dilakukannya.48 

Salah satu bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dialami 

oleh Penyelenggara Negara adalah rangkap jabatan di beberapa lembaga/ 

instansi/ perusahaan, sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang 

jabatan (abuse of power) dengan memanfaatkan suatu jabatan untuk 

kepentingan jabatan lainnya. 

Pegawai negeri sipil yang merangkap jabatan tentu saja akan 

menyebabkan timbulnya berbagai kepentingan sehingga tidak fokus dan 

dikhawatirkan akan berdampak pada kinerjanya. Sehingga, pelarangan rangkap 

jabatan sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti yang telah disebutkan penulis pada pembahasan di atas. Pelarangan 

rangkap jabatan pegawai negeri sipil juga bertujuan supaya pegawai negeri sipil 

dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyelenggaraan tugas 

negara. 

 

                                                             
48 Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang ASN ini 

mengatur kehidupan ASN termasuk yang tidak berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan tugasnya. Dalam seringkali tidak berjalan secara efektif di 

lapangan baik disebabkan oleh individu PNS itu yang tidak mematuhi 

peraturan tersebut maupun oleh pimpinan yang tidak tegas menegakkan 

aturan. 

2. Pegawai pemerintah yang rangkap jabatan dalam Fiqih Siyasah harus patuh 

dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat  oleh pemimpin. Pegawai 

Pemerintah berhak menuntut untuk mendapatkan hak-haknya akan tetapi 

harus sesuai dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada. 

 

B. Saran  

Dalam hal Rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil, supaya kedepannya 

diatur dan dijelaskan secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan 

penyalahgunaan kekuasaan dan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri 

Sipil secara maksimal. 
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